BAB II
TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN

HUKUM PERIZINAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu
harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi
kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus
diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheif), kemanfaatan
(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerecr’qtigl?ceir).l

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang
konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak
dibolehkan menyimpang : fiaf justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini
runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian
hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap
tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

! Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134
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hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian
hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan
hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau
ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan
bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat
umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri
harus dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-
bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif,
individualistis dan tidak menyamaratakan : adil bagi Si Suto belum tentu
dirasakan adi] bagi Si Noyo.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum
saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang
diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan
dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur
tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional
seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi

secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.
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Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya
dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian
hukum, terlaln ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan
menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah
demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering
terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : lex dura, sed tamen scripta
(undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat
kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-
undangan, terutama bagi praktisi.

Undang-Undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-
undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada
kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu
tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus
dilaksanakan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai
dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan

tampak lebih konkrit.2

2 Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan
hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara
konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. “De
rechishandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden
gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving”
(tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan
hukum adalah tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat). Meskipun
demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang
paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, “de overheid is
primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht”

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak
hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh
hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan;

? Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Ul Press, Yogyakarta, him. 240
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan

dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1.

Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya
mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari
penggarapan tersebut;

Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam
hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan
sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan
perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang
dipilih;

Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk
bisa dilaksanakan;

Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.’

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum™ adalah luas sekali, oleh

karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung

berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang

dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara

langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup “law enforcement”, akan tetapi juga “peace maintenance”. Kiranya

4 Soerjone Soekanto, 2002, Op.Cit, him. 4-5
* Satjipto Rahardjo, 1996, Iimu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208
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sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas
di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan
pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi
tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-
sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu
wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. hak-hak
dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu,
maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan
pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan
wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah
beban atau tugas. suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur, sebagai berikut :

1. peranan yang ideal (ideal role)

2. peranan yang seharusnya (expected role)

3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan
role performance atau role playing. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan
yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain,
sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang

sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam
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kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan
dengan pihak lain (disebut role sector) atau dengan beberapa pihak (role ser).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga
masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan
sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai
kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles).
Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang
seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual,
maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role distance).

Kerangka sosiologis tersebut di atas, akan diterapkan dalam analisa
terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada
peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan
dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai
penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana
dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang
tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang
peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena 6
1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga

dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-

undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat,

sehingga menimbulkan ketidakpastian;

¢ Soerjono Soekanto, 2002, Op.Cit, him. 15
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3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana
yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara
khusus.

Diskresi diperlukan sebagai

“... pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan,

bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan

ketentuan Undang-Undang.

...Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menectapkan batas-batas, dan

administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak

melampaui/melanggar batas-batas tersebut, Pada “diskresi terikat” undang;

undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas

memilih salah satu alternatif”.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-
keuntungan tertentu, oleh karena :

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan
perhatian pada segi prosesual.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal

pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi
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kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan
faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum dan sarana
atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat
tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti
yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut !

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;

2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku
pantas yang diharapkan;

4, Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;

6. Hukum diartikan sebagat keputusan pejabat atau penguasa;

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;

8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;

9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum,
terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini
penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik

buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum

7 Ibid, him. 35
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tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum
sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu
contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi
yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur
lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa dan seterusnya).

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan
diketengahkan masalah sistem nilai;nilai yang menjadi inti dari kebudayaan
spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem
kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.
Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang,
umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan
antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan
seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta
perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi
pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai
mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-
nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan
dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi

pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.
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Dari ulasan-ulasan yang telah diketengahkan di muka, maka kelima
faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan
hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. akan
tetapi, diantaranya semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum
menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-undang
disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak
hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh
masyarakat luas.
Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat
menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola
integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak
hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola
tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak
hukum bagi kesejahteraan masyarakat.
Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada
pola isolasi adalah antara lain, sebagai berikut :3
1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan
penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap
kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan
terhadap ketentraman (pribadi).

2. DPeristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam

tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.

8 Ibid, him. 55-56
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3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatasi yang relatif tinggi,

memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah
berhubungan dengan penegak hukum.

Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi
hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu
yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak
hukum.

Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi

mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain, sebagai

berikut :

1.

Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan faktor
yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hokum;

Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, maka
kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan memberikan
kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut;
Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara paralel
berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun
dalam keadaan damai, oleh karena :

“...mechanism of insulating role-activities from observability by members
of the role-set may contribute to social stability by allowing those in the
same roleset who are differently located in the social structure to play
their individual roles without overt conflict”.

Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak

hukum.
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Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi, adalah antara

Jain, sebagai berikut :

1. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai
bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada
pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh;

2. Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa

dan harta bendanya.

Pengertian Izin

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari pakar, terlebih
dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki
kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi. Dispensasi ialah
keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari
kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.” WF Prins mengatakan
bahwa dispensasi adalah bagian tindakan pemerintahan yang menyebabkan
suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang
istimewa (relaxatio legis).'®

Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus
rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi
berarti menyisihkan pelarangan dalam hak yang khusus (relaxatie legis).
Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan

suatu perusahaan. Sedangkan konsensi merupakan suatu izin berhubungan

S:oRidwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, hlm. 157
Ibid
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dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlihat erat sekali
sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh
pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris
(pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa
kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu
dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.!' “De concessiefiguur
wordlt vooral gebruikt voor activiteitenvan openbaar belang dis de overheid
niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”.' (bentuk
konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivi}as yang menyangkut
kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah,
lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta). Mengenai konsesi ini,
E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan
bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat
diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari
pihak pemerintah, suatu keputusan administrasi negara yang memperkenalkan
yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi
(concesie).”

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi, di
bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Istilah
Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk

I Ateng Syafrudin, Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan,
him. 1

2 Ridwan HR, 2002, Loc.Cit

13 Ibid, hlm. 158
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perbuatan yang pada umumnya atau peraturan pemerintah yang disyaratkan
untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi
yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak
dikehendaki.'* Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.”” Dengan kata
lain, “als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval”16
(sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan
peraturan perundang—undangan.” E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana
pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih
juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk
masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).'®

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan unituk

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara

“ N.E. Algra, et.al., 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Bina Cipta, Jakarta,

hlm. 616-617

13 Ateng Syafiudin, Op.Cit, him. 1
6 M.M. van Praag, 1950, Algemeen Nederlands Administratief Recht, luridische

Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, ‘s-gravenhage, hlm. 54

17 Sjachran Basah, 1992, Perizinan di Indonesia, Makalah untuk Penataran Hukum

Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Unair Surabaya, November 1992, him. 3.

18 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 158
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umum dilarang.'® N.M. Spelt dan J.B.].M ten Berge membagi pengertian izin
dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :

“Jzin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis
untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk
dalam keadaan tertentu menyimpang dari Kketentuan-ketentuan larangan
perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang
memochonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu Slang sebenarnya
dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah
paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu
peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-
undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi
keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan
yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun
di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan
dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-

ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan

1 Bagir Manan, 1995, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan
Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah tidak dipublikasikan,
Jakarta, hlm. 8
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batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya
memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar
tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu
(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)”. 2

Jika dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsesi itu
tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari kedua
istilah 1tu digunakan secara sama, bahkan “de termen vergunning en concesie
der vergunningh wordt concessionaris genoemd’™' (pengertian izin dan
konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum yang
sama,...pemegang izin disebut juga konsesionaris). Menurut E. Utrecht,
perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (relatif) saja.
Pada hakikatnya antara izin dengan konsesi itu tidak ada suatu perbedaan
yuridis. Sebagai contoh, suatu izin untuk mendapatkan batubara menurut suatu
rencana yang sederhana saja dan akan diadakan atas ongkos sendiri, tidak
dapat disebut konsesi. Tetapi suatu izin yang diberikan menurut undang-
undang tambang Indonesia untuk mendapatkan batubara adalah suatu konsesi,
oleh karena izin tersebut mengenai suatu pekerjaan yang besar dan pekerjaan
yang besar itu akan membawa manfaat bagi umum. Jadi konsesi itu suatu izin
pula, tetapi izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum. Meskipun antara

izin dan konsesi ini dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, akan tetapi

1

2 N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting cleh
ilipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3
2 M.M. van Praag, Op.Cit, him. 36
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terdapat perbedaan karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum
bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu
perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara
yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi. Dalam hal izin tidak
mungkin diadakan perjanjian, oleh karena tidak mungkin diadakan suatu
persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian,
yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh
seluruh peraturan-peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian.*
Menurut M.M. van Praag, izin adalah suatu tindakan hukum sepihak
(eenzijdige handeling, een overheidshandeling), sedangkan konsesi adalah
kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan
izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika
pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan
konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan
hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah

ketika mengeluarkan izin.?*

. Unsur-Unsur Izin

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat pada pakar tersebut, dapat
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret

menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa

2 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 160
 M.M. van Praag, Op.Cit, hlm. 41
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unsur dalam perizinan, yaitu; perfama, instrumen yuridis; kedua, peraturan

perundang-undangan; ketiga, organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret;

kelima, prosedur dan persyaratan.

1.

Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak
hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga
mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan
kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan
merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.
Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan
wewenang dalam bidang pengaturan (regelen atau besluiten van algemeen
strekking), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen
yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam
bentuk ketetapan (beschikking). Sesuai dengan sifatnya, individual dan
konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum

1 atau sebagai norma penutup

dalam penyelenggaraan pemerintahan,2
dalam rangkaian norma hukum.” Salah satu wujud dari ketetapan ini
adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagal
ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak
baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya
tercantum dalam ketetapan itu, atau “beschikkingen welke iets toestaan

3926

wat tevoren niet geoorloofd was™ (ketetapan yang memperkenankan

# Gjachran Basah, Op.Cit, hlm. 2
» Ridwan HR, Op.Cit, him. 162
% Ibid
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sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin
merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan
oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.
. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van
bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam
menjalankan fungsi pengaturan maupun fungst pelayanan harus didasarkan
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. “Om positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een
bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch
concrete besluiten genomen worden”?’ (untuk dapat melaksanakan dan
menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang
tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret. Pembuatan dan
penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan.
Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum
itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan
menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar

wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

2 Ibid
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Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk
mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam
penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam
bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan
bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk
mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan
dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :

a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan
kepada pemohon;

b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;

¢. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau
penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan
sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan
pemberian izin. 2

. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut
Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan

pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara

% Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 163
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tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah)
berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi
negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan
yang dijabatnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah.?’ Terlepas dari
beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang
mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan
oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Speilt dan J.B.J.M ten Berge,
keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang
berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ
pemerintahan. Di sini organ-organ pada tingkat penguasa nasional
(seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.>®

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan
izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin
tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak
dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi
perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang
membutuhkan izin. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini
menimbulkan kejenuhan dan- timbul gagasan yang mendorong untuk
menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi. Keputusan-
keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran

izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan

# Sjachran Basah, Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah
pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal
" Mandate Compliance end Enforcement program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta, him. 3
% N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Op.Cit, hlm. 11
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cepat, dan terlalu banyak mata rantai dalam prosedur perizinan banyak
membuang waktu dan biaya.’’ Qleh karena itu, biasanya dalam perizinan
dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan
perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan
perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan
dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada
dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara
dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi,
sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.>
Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam
bidang perizinan, namun harus dalam batas-batas tertentu. Artinya karena
deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan
kebijaksanaan. Oleh karena itu, deregulasi dan debirokratisasi harus ada
batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Setidak-
tidaknya deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus
memperhatikan hal-hal berikut; perfama, jangan sampai menghilangkan
esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai
pengarah kegiatan tertentu; kedua, deregulasi hanya diterapkan pada hal-

hal yang bersifat teknis administratif dan finansial; kefiga, deregulasi dan

debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan

3! Ridwan HR, Op.Cit, him. 164
%2 Bagir Manan, 1996, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan

oleh Pemerintah Daerah, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, Bandung, No. 3, Vol. 14, him.
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pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung
jenis izin dan instansi pemberi izin. Menurut Sochino, syarat-syarat dalam
izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena
ditentukan suatu perbuatan atau tingkah lakn tertentu yang harus (terlebih
dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu
perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat
kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta
dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkat laku yang disyaratkan itu
terjadi.>*

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara
sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh
menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi
harus sejalan dengan peraturan perundang yang menjadi dasar dari
perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang
melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang

menjadi dasar perizinan bersangkutan.*

E. Fungsi dan Tujuan Izin
Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk
mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna
mencapai suati tujuan konkret3® Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi

selaku wjung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan

3 Ridwan HR, 2002, Op.Cit, hlm. 166
» Ibid
3 Ibid
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perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat
izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itn
terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin
merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri’’ Menurut
Prajudi Atmosudirdjo,’® bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum
modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.
Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan
konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan
kelragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum
dapatlah disebutkan sebagai berikut :*°
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas
tertentu (misalnya izin bangunan);

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);

3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin
membongkar pada monumen-monumen);

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat
penduduk);

5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi

syarat-syarat tertentu).

*7 Sjachran Basah, Sistem..., Op.Cit, hlm. 2

%% Prajudi Atmosudirdjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
hlm. 23

3 Ridwan HR, 2002, Op.Cit, hlm. 167
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Bentuk dan Isi Dari Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin

selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum

izin memuat hal-hal sebagai berikut :*°

1.

Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari
kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang
memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ
berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai
materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah
organ pemerintahan. Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak
dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu
yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa
“haminte” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud
ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para
anggota pengurus harian. Namun untuk menghindari keraguan, di dalam
kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan
definisi.
Yang Dialamatkan

Izin ditunjukkan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin

lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu.

* bid, him, 167-170
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karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada

pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum.

. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus
memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian
keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh
keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.
Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung
ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat (voorschrifien, beperkingen, en
voorwaarden), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada
keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak
terdapat dalam praktek hukum administrasi. Misalnya dalam undang-
undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti :

a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-
tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah;

b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu);

c. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk

memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga);



d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai
kadar bahaya atau gangguan).

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat
pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan
harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk
keputusan yang berisi izin, dimasukan pembatasan-pembatasan.
Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara
praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-
pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat
atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat
pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun. Di samping itu,
dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat,
akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa
di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin

dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan
ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan
penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan
pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang
berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang
berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang

harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang
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bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ
pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.
Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ
pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan
fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang
dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan,
turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam
keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang
diberikan oleh pemohon izin, di samping data para ahli atau biro

konsultan.

. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang
dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-
ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada
ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-
petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-
permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan
yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian
hari, Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan
yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti
ketetapan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena
tidak termasuk dalam hakekat keputusan, secara formal seseorang tidak

dapat menggugat melalui hakim administrasi.
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Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan
ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan
pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada
ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material, serta

memperhatikan asas contrarius actus dalam pencabutan.



